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PUTUSAN
Nomor 127/Pdt.G/2015/PA M;.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai
Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

JUALAN PAKAIAN, tempat kediaman di KABUPATEN
MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;
MELAWAN
TERGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak
Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8
September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2015/PA M.,
selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada
hari Minggu tanggal 5 Nopember 1995 M. bertepatan dengan tanggal 11 J.
Akhir 1416 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 251/14/
X1/1995, tertanggal 6 Nopmber 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Hal. 1dari 12 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/PA Mj.
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di
rumah di rumah orang tua Penggugat di Camba selama 10 tahun, dan
telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- WAHIDAH, umur 19 tahun.
- SANIA, umur 16 tahun.
Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mengalami ketidak harmonisan karena Tergugat sering
cemburu buta, apabila Penggugat keluar rumah, Tergugat selalu
berperasanka tidak baik, walaupun Penggugat menjelaskan bahwa
Penggugat keluar rumah untuk mencari kebutuhan sehari-hari, sebab
Tergugat malas bekerja, yang akibatnya Tergugat selalu marah.

4. Bahwa puncak perselishan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tahun 2005 karena ada keluarga Penggugat
bernama Marda hendak meminjam uang dan Penggugat menjawab “ saya
tidak punya uang, namun keluarga tersebut menyatakan bahwa Tergugat
punya uang karena sudah pinjam di PMPM, maka Tergugat langsung
melempar Penggugat dengan helm dan menyatakan itu urusan saya bukan
urusanmu, kemudian Penggugat mengusir Tergugat, dan pada saat itu
juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua
Tergugat di Galung Selatan, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene, sampai sekarang tidak pernah kembali untuk hidup
bersama dengan Penggugat.

5. Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 10
tahun dan selama itu masih ada komunikasi tetapi Tergugat tidak pernah
menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
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7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera
Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat
dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap
Penggugat, PENGGUGAT.

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten
Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan dan merukunkan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Dra. Hj. Nailah B., hakim Pengadilan Agama Majene, akan
tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Penggugat
sehingga tidak ada replik dan publik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/14/X1/1995 yang diterbitkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene

bertanggal 6 November 1995, bermeterai cukup, bercap pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Saksi Pertama, YOUNGER SISTER, memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan pertengkaran
karena Tergugat pencemburu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 10 tahun sampai sekarang;

-  Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling
mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun
kembali dalam rumah tangga;

Saksi Kedua NEIGHBOR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan pertengkaran
karena Tergugat pencemburu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 10 tahun sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling
mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun
kembali dalam rumah tangga;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk melemahkan dalil-
dalil Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat
dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk
rukun dan berdamai melalui mediator namun upaya mediasi tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim di setiap persidangan telah
berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun
upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil
yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat pencemburu serta masalah pinjaman uang, Penggugat dan Tergugat

sudah pisah tempat tinggal selama 10 tahun tanpa dinafkahi;
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat
mengakui semua dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah
pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah
sebagai berikut :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah ?

2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam
sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk
melemahkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat
dibuat oleh pejabat yang berwewenang adalah akta otentik yang menerangkan
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai
kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga
gugatan Penggugat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga
mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formiil dan syarat
materiil saksi masing-masing bernama YOUNGER SISTER dan NEIGHBOR;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat
bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling
melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10
tahun sampai sekarang, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak

saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
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Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi
tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama
10 tahun sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling
mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat
selama 10 tahun serta diikuti berpisah tempat tinggal sejak diajukannya
gugatan cerai sampai sekarang, majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini
merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah
tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau
salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan
pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri
(tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri
dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus
menerus dalam waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya
ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis
hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah
tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara
suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal serta keduanya
tidak melaksanakan kewajiban masing-masing maka hal tersebut

mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah
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rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan
dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
penderitaan lahir batin bagi salah satu pihak sehingga majelis hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil
gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi
maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara
suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat
dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam maka perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah
talak satu bain sugra.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim
sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat

perkawinan Penggugat dan Tergugat.
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap
Penggugat, PENGGUGAT,;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan
salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp
286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
hakim pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan
tanggal 9 Muharram 1437 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua
Majelis serta Tommi, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Maijelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. St. Asmah BA. sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Tommi, S.HI. Muhammad Natsir, S.HI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Khairiah Ahmad, S.HI. Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00

2. ATKPerkara :Rp. 50.000,00

3. Panggilan :Rp. 195.000,00

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000.00 +

Jumlah : Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



